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ABSTRAK 

Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa dua kebijakan (kembali ke nagari dan 
gerakan kembali ke surau) merupakan dua sisi mata uang yang memiliki substansi nilai 
yang sama yaitu tatanan kehidupan yang berbasiskan Adat Basandi Syarak, Syarak 
Basandikan Kitabullah (ABS-SBK). Kebijakan pertama berorientasi pada penataan 
sistem pemerintahan (otonomisasi) nagari, sedangkan kebijakan yang kedua merupakan 
penataan sistem sosial. Namun kedua tataran tersebut dijiwai oleh nilai-nilai adat 
keagamaan. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan dua sub-populasi 
yaitu pemerintah nagari dan masyarakat nagari. Sub-populasi pertama dilihat dari 
aspek/variabel “tindak lanjut kebijakan kembali ke nagari dan ke surau”,  sedangkan 
sub-populasi kedua dilihat dari aspek/variabel “kehidupan sosial adat keagamaan”. 
Dalam hubungan substansial yang saling mencakup antara keduanya, penelitian ini 
menggunakan data sekunder dan data primer. Dengan menggunakan teknik wawancara 
dan observasi. Temuan yang diperoleh bahwa: (1) walaupun kebijakan kembali ke 
nagari dan ke surau disambut baik oleh masyarakat, tetapi sikap setuju atau mendukung 
kebijakan tersebut bersifat pasif dan belum ada upaya nyata yang signifikan; dan (2) 
adanya perubahan positif pada segi tertentu dari kehidupan sosial adat-keagamaan, baik 
secara kuantitas maupun kualitas. 
Kata kunci: kebijakan, kembali ke nagari, kembali ke surau, sosial adat keagamaan. 

 

A. PENDAHULUAN 

Sebagai aktualisasi dari respons 

terhadap bergulirnya otonomi daerah 

melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 yang mengatur tentang Pemerin-

tah Daerah, akhirnya pemerintah daerah 

Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan 

Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 

2000 tentang Ketentuan Pokok Peme-

rintah Nagari, kemudian Keputusan 

Gubernur No. 4 Tahun 2002 tentang 

Kembali ke Surau. Walaupun UU No. 

22 Tahun 1999 ini telah diganti dengan 

UU No. 32 Tahun 2004, akan tetapi 

Perda No. 9 Tahun  2000 dan Keputu-

san Gubernur No. 4 Tahun 2002 masih 

berlaku (belum diganti). 

Atas dasar UU No. 22 Tahun 

1999 yang ditindaklanjuti dengan Perda 

No. 9 Tahun 2000 tersebut, pemerintah 

daerah Provinsi Sumatera Barat ber-

sama kalangan adat, agama dan sebagai-

mailto:darwianis.01@gmail.com


 
 
Darwianis, Tindak Lanjut Kebijakan Kembali ke Nagari dan ke Surau serta Dampaknya  
 

Jurnal PPKn & Hukum_______________________________Vol. 12 No. 2 Oktober 2017 84 

nya menyepakati untuk memanfaatkan 

momen otonomi daerah tersebut untuk 

“memulihkan” kondisi kehidupan ke-

agamaan dan sosial adat masyarakat 

Sumatera Barat. Keinginan ini dituang-

kan ke dalam Keputusan Gubernur No. 

4 Tahun 2002 tentang Kembali ke 

Surau. 

Istilah “kembali ke surau” ini 

pada dasarnya merupakan gagasan un-

tuk mulai menata kembali kehidupan 

masyarakat yang berbasiskan “surau”. 

Dalam adat Minangkabau, surau tidak 

saja diartikan secara fisik yaitu langgar 

tempat melaksanakan shalat, tetapi 

sudah menjadi institusi sosial yang 

menjadi basis maupun agen sosialisasi 

nilai-nilai adat dan keagamaan yang su-

dah berlangsung demikian lama. Bah-

kan dalam konsepsi orang Minangkabau 

(tradisional), surau telah dijadikan iden-

titas utama dan bahkan diidentikkan 

dengan keterpaduan adat dengan agama. 

Keterpaduan dua nilai itulah yang me-

nyatu dan mengkristal secara permanen 

dalam tatanan kehidupan tradisional 

masyarakat Minangkabau, yaitu “Adat 

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kita-

bullah (ABS-SBK), syarak mangato 

adat mamakai”, suatu filosofi “yang tak 

lekang karena panas dan tak lapuk 

karena hujan”. 

Munculnya gagasan “kembali ke 

surau” tersebut pada dasarnya merupa-

kan ekspresi kesadaran sekaligus ung-

kapan keprihatinan terhadap berbagai 

bentuk akses negatif dari kondisi atau 

peri kehidupan sosial masyarakat de-

wasa ini. Dalam hal ini gejala sikap dan 

perilaku (akhlak) negatif dalam banyak 

segi kehidupan sosial masyarakat me-

nunjukkan semakin merosot dan mele-

mahnya ikatan anggota masyarakat ter-

hadap tatanan nilai adat, moral, dan 

agama (Islam). Fenomena kemerosotan 

moral atau akhlak tersebut merupakan 

dampak (outcomes) atau mungkin juga 

sebagai hasil (output) dari proses mo-

dernisasi yang menyertai. 

Dalam menghadapi semua itu, 

Deliar Noer dalam kesempatan Seminar 

Landasan Filosofis Pendidikan Bung 

Hatta (3 Mei 2003) mempertanyakan 

apa kontribusi yang dapat diberikan 

oleh adat Minangkabau. 

Fenomena demikian jauh sebe-

lumnya telah diprediksi oleh AA. Navis 

melalui karyanya “Robohnya Surau 

Kami”, di mana nilai-nilai adat dan ke-

agamaan sudah semakin tidak dipeduli-

kan, dan surau sebagai basis sosialisasi 
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dan institusionalisasi nilai-nilai adat 

keagamaan hanya tinggal sebagai cerita 

legenda. Seperti yang diasumsikan oleh 

Mukti Ali (1988: 13-14), kompleksitas 

gejala sikap maupun perilaku kemero-

sotan moral adat dan keagamaan ter-

sebut tentunya tidak terlepas dari pesat-

nya proses modernisasi yang melanda 

masyarakat sebagaimana yang dikemu-

kakan di atas, paling tidak sebagai efek 

samping yang bukan saja tidak ter-

prediksikan (unpredictable) tetapi juga 

tidak diharapkan (unhoped). Dan kon-

disi demikian tidak saja terjadi di 

kalangan remaja atau anak-anak muda-

mudi – yang secara khusus disebut 

“anak kemenakan” –  tetapi tanpa ke-

cuali juga melanda kalangan masyarakat 

yang dapat disebut “kaum tua”. 

Dalam dua gerak perkembangan 

yang relatif berlawanan, seperti yang 

disebutkan di atas, yang mana di satu 

sisi fenomena sosial adat-keagamaan 

cenderung semakin termarjinalkan oleh 

derasnya arus modernisasi yang meng-

hembuskan nilai-nilai Barat atau sema-

kin jauh dari nilai adat dan keagamaan, 

kemudian di sisi lain kebijakan kembali 

ke nagari dan ke surau menuntut pengu-

atan kontrol terhadap kecenderungan-

kecenderungan negatif, kiranya kajian 

tentang tindak lanjut dari kedua ke-

bijakan tersebut serta dampaknya ter-

hadap kesadaran dan perilaku sosial 

adat-keagamaan merupakan kajian yang 

menarik dan perlu diteliti. Penelitian ini 

terasa lebih penting lagi jika dikaitkan 

dengan rasa keprihatinan dan tanggung 

jawab moral untuk membina moral ge-

nerasi muda dan anak bangsa yang akan 

menentukan nasib bangsa Indonesia di 

masa datang. Sebab, keadaan masya-

rakat sekarang ini mengindikasikan se-

makin lama semakin tercabut dari akar 

budayanya sendiri, serta kepentingan 

memberikan kontribusi dalam proses 

perekayasaan empirik sosial budaya-

keagamaan masyarakat. Paling tidak 

dalam upaya meminimalisir berbagai 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

pesatnya modernisasi yang terjadi da-

lam masyarakat. 

Untuk memungkinkan usaha de-

mikian, kiranya perlu membantu men-

dorong pencarian solusi lebih lanjut dan 

ke depan, yaitu melalui berbagai macam 

studi dan penelitian (Mukti Ali, 1988: 

13). Menurut Mukti Ali, atas kesadaran 

pentingnya penanganan masalah keme-

rosotan nilai moral masyarakat itulah 

yang mendorong munculnya studi-studi 

tentang dampak moral, namun demikian 
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masih ada jenis studi dan penelitian 

yang terlupakan yang berkaitan dengan 

bidang sosial dan keagamaan. Misalnya, 

dirasakan bahwa penelitian baru dilaku-

kan setelah masuknya suatu teknologi, 

terlupakan dari proses pengambilan ne-

gatif terhadap lingkungannya, maka bu-

daya dan kondisi sosial lingkungan pe-

nerima teknologi kurang diikutsertakan 

dan dipertimbangkan dalam proses pe-

ngambilan keputusan. 

Walaupun berbeda konsep, na-

mun antara “kembali ke nagari” dan 

“kembali ke surau” merupakan satu en-

titas yang inheren dan kohesif, bahkan 

karakter utama tradisi adat Minang-

kabau bertolak dari keterpaduan secara 

kental antara moral adat dan agama (Is-

lami), sehingga sulit dibedakan apalagi 

dipisahkan antara nilai-nilai adat dan 

Islam. Kekoherensian adat dan agama 

tersebut terkonsepsi dalam filosofi “adat 

basandi syarak, syarak basandi kita-

bullah, syarak mangato adat mamakai”. 

Atas dasar pemikiran itu, maka 

masalah penelitian ini dapat dielaborasi 

sebagai berikut: (1) Bagaimanakah si-

kap pemerintah nagari terhadap kebija-

kan kembali ke nagari dan ke surau? (2) 

Upaya atau kebijakan apa yang telah 

dilakukan oleh pemerintah nagari dalam 

mendorong kehidupan sosial masya-

rakat yang berdasarkan nilai-nilai adat-

keagamaan? (3) Perubahan positif apa 

yang telah terjadi dalam masyarakat 

yang ditimbulkan oleh kebijakan kem-

bali ke nagari dan ke surau, baik pada 

segmen masyarakat tertentu maupun pa-

da masyarakat umumnya? 

B. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

1. Pengertian Nagari dan Otoritas 

    Tradisionalnya 

a. Pengertian Nagari 

Tentang pengertian nagari ini, 

tidak banyak kebingungan atau ambi-

valensi yang terjadi, baik di antara pe-

ngertian yang berkembang dalam ma-

syarakat umum (common sense) mau-

pun secara akademis dalam berbagai 

literatur. 

Nagari dapat diartikan sebagai ke-

satuan masyarakat hukum adat dalam 

daerah Sumatera Barat (Minangkabau), 

yang terdiri dari himpunan beberapa 

suku yang memiliki wilayah yang ter-

tentu batas-batasnya (wilayah nagari), 

mempunyai harta kekayaan sendiri (har-

ta kekayaan nagari), berhak mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri, 

dan memilih serta memiliki pemimpin 

pemerintahannya sendiri (Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 
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9 Tahun 2000). Oleh karena itu, nagari 

merupakan kesatuan teritorial adat yang 

menjadi dasar terbentuknya berbagai 

sistem dalam kehidupan bermasyarakat 

(kolektif), meliputi sistem pemerinta-

han, ekonomi, dan sosial budaya. Dan 

karenanya, nagari tidak lagi merupakan 

unit pemerintahan terendah langsung di 

bawah camat (Perda No. 9/2000). 

Konsepsi pemerintah nagari ter-

sebut digali dari konsep pemimpin na-

gari dalam konsepsi tradisional Minang-

kabau, yang dikenal dengan institusi 

“tungku tigo sajarangan, tali tigo 

sapilin”. Artinya, kepemimpinan nagari 

dijalankan oleh tiga unsur wewenang 

atau otoritas, yaitu ninik mamak, alim 

ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan 

untuk menjalankan pemerintahan (ad-

ministrator atau eksekutif), sebuah na-

gari dipimpin oleh seorang penghulu, 

yang dibantu oleh tiga orang pembantu, 

yang disebut manti, malin, dan duba-

lang (Agustiar Syah Nur, 1999:44-48 

dan 30-92). 

b. Otoritas Tradisional Nagari 

Secara tradisional, dalam artian 

menurut asal usul dan sudah berlang-

sung secara turun temurun, dalam kepe-

mimpinan atau pemerintahan nagari 

melekat atau terinstitusi dalam tiga pilar 

kekuasaan seperti yang dikemukakan di 

atas, yaitu ninik mamak, alim ulama, 

dan cadiak pandai. Secara umum, ma-

syarakat – yang dalam bahasa adatnya 

disebut anak kemenakan – dipimpin 

secara bersama-sama oleh ketiga unsur 

kepemimpinan tersebut. 

Ketiga unsur kepemimpinan ter-

sebut dapat dianggap sebagai pranata 

otoritas tradisional, walaupun tidak ter-

lembaga secara formal. Ketiga otoritas 

tersebut lebih berfungsi sebagai pranata 

konsultatif, musyawarah, dan kerjasama 

kolektif dari ketiga unsur kepemimpi-

nan tersebut. 

2. Kembali ke Nagari dan ke Surau 

    sebagai Kebijakan Kebudayaan 

a. Kembali ke Nagari 

Selain muatan budaya yang me-

latarbelakangi pengadaan dan penga-

turan pemerintah daerah oleh UUD 

1945 dan UU No. 22 Tahun 1999 

tersebut, di dalam dasar pertimbangan 

Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Keten-

tuan Pokok Pemerintah Nagari juga de-

ngan sangat jelas dikemukakan bahwa 

untuk mengatur dan mengurus urusan 

rumah tangga sendiri maka bentuk dan 

susunan pemerintahan yang sesuai de-

ngan asal usul dan kondisi sosial buda-

ya masyarakat Sumatera Barat adalah 
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Sistem Pemerintahan Nagari, yaitu su-

atu sistem pemerintahan yang berdasar-

kan “adat basandi syarak, syarak 

basandi kitabullah, syarak mangato 

adat mamakai, alam takambang jadi 

guru”. Sistem Pemerintahan Nagari di-

pandang efektif guna menciptakan keta-

hanan agama dan budaya berdasarkan 

tradisi dan sosial budaya masyarakat 

Sumatera Barat, yang demokratis dan 

aspiratif serta dalam rangka terciptanya 

kemandirian, peran serta dan kreativitas 

masyarakat, agar dapat mewujudkan 

keharmonisan serta keserasian penye-

lenggaraan pemerintahan. 

Kemudian dalam Penjelasan Per-

da No. 9 Tahun 2000 tersebut juga 

disebutkan bahwa berdasarkan otonomi 

asli yang dimilikinya, pemerintah nagari 

dapat mengembangkan peran serta selu-

ruh masyarakat secara demokratis de-

ngan memanfaatkan nilai-nilai budaya 

Minangkabau serta peranan lembaga 

adat dan lembaga lainnya sebagai mitra 

kerja dalam rangka pemberdayaan ma-

syarakat. Sebagai perwujudan demo-

krasi, di nagari dapat dibentuk Badan 

Perwakilan Anak Nagari (BPAN) yang 

berfungsi sebagai lembaga legislatif dan 

pengawasan pelaksanaan peraturan na-

gari dan keputusan wali nagari, dan 

mengayomi adat istiadat. Dan dalam 

rangka menjaga dan memelihara pene-

rapan “adat basandi syarak, syarak 

basandi kitabullah” sebagai landasan 

filosofi kehidupan nagari, dibentuk Ba-

dan Musyawarah Adat dan Syarak Na-

gari (BMASN) yang terdiri dari utusan 

ninik mamak, alim ulama, cerdik 

pandai, bundo kanduang, dan kompo-

nen masyarakat lainnya yang tumbuh di 

nagari. 

b. Kembali ke Surau 

Surau dalam konsepsi adat Mi-

nangkabau merupakan tempat melak-

sanakan semua kegiatan keagamaan, 

antara lain dari kegiatan shalat, pera-

yaan keagamaan, pengajian dan pendi-

dikan agama, ajang urung rembuk infor-

mal, pelatihan bela diri (silat), pem-

bauran, dan sosialisasi nilai-nilai adat-

keagamaan lainnya. 

Keberadaan surau dalam adat Mi-

nangkabau sudah demikian mengakar, 

sehingga melalui suraulah terjadi akul-

turasi dan adaptasi nilai-nilai adat de-

ngan nilai keagamaan (Islam), dan bah-

kan menjadi basis konfigurasi sistem 

nilai adat keagamaan dan kemasyaraka-

tan (A.A. Navis, 1986). 

Menurut sejarah adat Minang-

kabau, dahulunya surau menjadi pusat 
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sosialisasi dan pengembangan ajaran-

ajaran Islam atau setara dengan pe-

santren, yaitu tempat anak-anak nagari 

(anak kemenakan) memperoleh atau 

menuntut ajaran-ajaran agama, ilmu 

beladiri, dan kesenian budaya lainnya 

yang sarat dengan pesan-pesan adat dan 

agama seperti tari indang, selawat 

dulang, dan sebagainya. Melalui surau, 

anak-anak nagari memperoleh pengala-

man pembentukan mental dan spiritual, 

tetapi juga memperkuat dan memper-

luas hubungan-hubungan sosial. Dari 

surau, anak-anak nagari memperoleh 

bekal kepribadian atau keluhuran akhlak 

untuk menjalani kehidupan yang akan 

dijalaninya, baik kehidupan kerohanian 

maupun kehidupan keduniawian, baik 

di kampung halamannya sendiri mau-

pun di perantauan yang akan atau 

mungkin dilaluinya. 

3. Agama, Budaya dan Pembangunan 

a. Arah Pembangunan Agama dan 

    Budaya 

Arah pembangunan agama dan 

budaya dapat dilihat dari arah kebijakan 

yang dirumuskan dalam Tap MPR No. 

IV/MPR/1999. Pada Bab III tentang 

Visi dan Misi, pada bagian Misi (angka 

6) dikemukakan bahwa misi pembangu-

nan nasional adalah perwujudan kehidu-

pan sosial budaya yang berkepribadian, 

dinamis, kreatif, dan berdaya tahan ter-

hadap pengaruh globalisasi. 

Pada Bab IV (Arah Kebijakan) 

bagian D (agama) angka 1 dikemukakan 

bahwa arah kebijakan pembangunan di 

bidang agama adalah memantapkan 

fungsi, peran dan kedudukan agama se-

bagai landasan moral, spiritual dan etika 

dalam penyelenggaraan negara serta 

mengupayakan agar segala peraturan 

perundang-undangan tidak bertentangan 

dengan moral agama-agama. 

b. Pengertian Agama dan Budaya 

Memang, secara ontologis, agama 

dan budaya berbeda. Agama sebagai-

mana yang diyakini oleh pemeluknya 

berasal dari Tuhan, sedangkan kebu-

dayaan berasal dan berpangkal pada 

manusia. Sungguhpun demikian, agama 

dan kebudayaan tidak bisa dilepaskan 

dari manusia. Agama yang diturunkan 

untuk manusia adalah sebagai pedoman 

moral. Dalam hal ini diperlukan pema-

haman interprestasi dan sosialisasi ma-

nusia terhadap agama yang pada haki-

katnya bersandar pada kapasitas olah 

budi manusia. Oleh karena itu, aktivitas 

pemahaman, interprestasi dan sosiali-

sasi agama merupakan aktualisasi aga-

ma dan realitas kebudayaan sebagai 
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suatu peradaban ataupun adat saling 

mempengaruhi dan mengisi (Musya 

Asy’arie, dkk., 1988:1-2). 

Kebudayaan – yang berasal dari 

kata Sanskerta buddhayah merupakan 

bentuk jamak dari kata buddhi yang 

berarti budi atau akal – menurut Selo 

Soemardjan dan Soelaeman Soemardi 

(1964:113) adalah semua hasil karya, 

rasa dan cipta masyarakat. Senada de-

ngan itu, E.B. Taylor (1924) merumus-

kan budaya (culture) sebagai komplek-

sitas yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat istiadat dan kemampuan-kemam-

puan lain serta kebiasaan-kebiasaan 

yang dimiliki oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat. 

Pada tingkat yang sangat abstrak, 

budaya tersebut merupakan dasar nilai 

yang mewarnai pola interaksi yang 

terjadi dalam sistem sosial. Dengan kata 

lain, sistem sosial merupakan aktuali-

sasi nilai-nilai budaya yang hidup dalam 

suatu masyarakat, yang mencakup 

segala bidang kehidupan, dan bahkan 

bagaimana sistem sosial dalam suatu 

masyarakat adalah budaya itu sendiri. 

Spiritual merupakan hakikat keji-

waan atau kerohanian sebagai lawan 

dari materia atau materi. Agama mene-

kankan aspek kejiwaan yang merupakan 

salah satu aspek kebutuhan manusia. Di 

Barat, di mana ilmu dan teknologi sa-

ngat dominan, aspek rohani kurang 

mendapat perhatian. Kesejahteraan ma-

nusia hanya diukur berdasarkan peme-

nuhan kebutuhan manusia di bidang 

materi dan bukan di bidang rohani. Mo-

dernisasi diukur dari segi materi, se-

hingga timbul gejala-gejala baru di du-

nia Barat yang menghendaki pengem-

balian hakikat hidup manusia yang 

dilihat dari kebutuhan jasmani dan 

rohani (Gde Pudja dalam Musya 

Asy´arie, dkk., 1988:65). 

C. TUJUAN DAN MANFAAT 

     PENELITIAN 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: (a) 

Untuk menjajaki sikap pemerintah na-

gari tentang “keharusan” kembali ke 

surau sebagai “konsekuensi logis” dari 

kebijakan kembali ke nagari. (b) Untuk 

menjajaki sudah sejauh mana upaya 

atau kebijakan yang telah dilakukan 

oleh pemerintah nagari dalam menin-

daklanjuti kebijakan/gerakan kembali 

ke surau dalam rangka mendorong dan 

membina kehidupan adat-keagamaan 

masyarakat Kenagarian Situjuah Banda 

Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Na-
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gari, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Su-

matera Barat. (c) Untuk menjajaki peru-

bahan positif apa yang terjadi dalam 

masyarakat tertentu maupun pada ma-

syarakat umumnya. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk: (a) Memberi-

kan model struktural yang dapat diguna-

kan untuk meminimalisir fenomena 

degradasi moral atau akhlak yang di 

satu sisi melibatkan unsur-unsur kepe-

mimpinan formal dan informal dalam 

masyarakat dan di sisi lain melibatkan 

masyarakat secara aktif memerankan 

diri sebagai pelaku maupun pengontrol 

perilaku sosial selaras dengan tuntunan 

nilai-nilai etik, moral dan agama masya-

rakat setempat. (b) Memberikan alter-

natif solusi dalam mengatasi dampak 

buruk modernisasi atau ekses negatif 

pembangunan. (c) Memberikan alterna-

tif model institusionalisasi dan sosiali-

sasi nilai-nilai budaya dan agama dalam 

rangka membentuk karakter kepribadian 

yang berakhlak/berbudi luhur dan teguh 

berlandaskan iman dan takwa. 

D. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan peneliti-

an kualitatif. Dengan pengertian, pene-

litian ini mengarah pada deskripsi data, 

informasi atau fenomena sebagaimana 

apa adanya secara kualitatif. Sebab, 

seperti yang dikemukakan oleh Bogdan 

dan Taylor (1992:22) bahwa penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang 

dapat diamati dari orang-orang (subjek) 

itu sendiri. Atau seperti yang dike-

mukakan oleh S. Nasution (1992:5) 

bahwa penelitian kualitatif pada haki-

katnya merupakan penelitian yang me-

ngamati orang dalam lingkungan hidup-

nya, berinteraksi dengan mereka, ber-

usaha memahami bahasa dan tafsiran 

mereka tentang dunia sekitarnya. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi (objek) penelitian ini 

adalah masyarakat Kenagarian Situjuah 

Banda Dalam, Kecamatan Situjuah 

Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, 

Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan 

karakter penelitian ini, maka populasi 

penelitian ini terdiri dari dua sub-

populasi (aspek), yaitu sub-populasi 

“pemerintah nagari” dan sub-populasi 

“masyarakat nagari”. 

Penetapan populasi atas dua sub-

populasi tersebut dimaksudkan agar se-

jalan (maching) dengan variabel pene-

litian ini yang terdiri dari dua sub-

variabel, yaitu “tindak lanjut kebijakan 
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kembali ke nagari dan ke surau” dengan 

subjeknya pemerintah nagari, dan sub-

variabel tersebut merupakan satu ke-

satuan hubungan. 

Penelitian ini tidak menggunakan 

sampel, tetapi sebagai penggantinya 

ditetapkan beberapa orang informan. 

Atas dasar karakteristik dari masalah 

atau tujuan penelitian ini, maka pene-

tapan informannya dilakukan secara 

purposif. Sebagai salah satu karakte-

ristiknya, misalnya, penelitian ini terdiri 

dari dua sub-populasi yaitu sub-

populasi “pemerintah nagari” dan “ma-

syarakat nagari”. 

3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua 

variabel, yaitu: Pertama, variabel “tin-

dak lanjut kebijakan kembali ke nagari 

dan ke surau”. Kedua, variabel “peri-

laku sosial adat-keagamaan”. 

Antara variabel pertama dengan 

variabel kedua bukanlah dua variabel 

yang memiliki hubungan kausalitas, 

tetapi hanya hubungan implikatif. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dan data primer. Antara kedua 

jenis data tersebut, data utamanya ada-

lah data primer, sedangkan data sekun-

der hanya sebagai suplementer. Sumber 

data sekundernya adalah dari kantor/ 

aparatur pemerintah nagari, yaitu data 

tentang kebijakan yang telah dikeluar-

kan oleh nagari, yakni dalam berbagai 

bentuk peraturan nagari. Sedangkan 

sumber data primernya adalah para 

informan yaitu tokoh-tokoh masyarakat 

yang mewakili unsur-unsur masyarakat, 

yakni: 1) tokoh agama, 2) tokoh adat, 3) 

tokoh intelektual, 4) tokoh wanita, 5) 

tokoh pemuda, dan 6) tokoh ekonomi. 

5. Instrumen dan Teknik 

    Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang di-

perlukan, maka instrumen yang diguna-

kan dalam penelitian ini adalah: (1) 

pedoman wawancara dengan teknik wa-

wancara, (2) pencatatan-pencatatan de-

ngan teknik observasi, dan (3) teknik 

dokumenter. 

6. Teknik dan Prosedur Analisis Data 

Teknik analisis data yang diguna-

kan adalah teknik “deskriptif-analitis”. 

Prosedurnya, setelah data terkumpul 

dan kemudian diedit, maka selanjutnya 

data penelitian ini akan diolah secara 

deskriptif dengan menggunakan teknik 

persentase menurut kategorisasi indi-

kator variabel penelitian sejalan dengan 

pertanyaan penelitian, yaitu dengan 

langkah-langkah yang berpedoman pada 
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teori Patton (1980), Miles & Huberman 

(1984:21-23), S. Nasution (1988) seper-

ti berikut ini: (a) Memeriksa keleng-

kapan data/informasi. (b) Mereduksi 

dan memverifikasi data. (c) Mengatur 

data dan mengorganisirnya menurut 

pola, kategori, dan satuan uraiannya. (d) 

Mendeskripsikan data/informasi menu-

rut masing-masing alternatif jawaban 

yang diberi oleh informan/narasumber 

melalui penjelasan deskriptif-analitis 

dengan menggunakan teknik penjelasan 

beralasan (explanations through rea-

sons) baik dari hasil wawancara mau-

pun oberservasi, yaitu dengan berorien-

tasi pada tujuan penelitian. (e) Melaku-

kan analisis interpretatif dan mencari 

hubungannya dengan dimensi-dimensi 

masalah serta melakukan konfirmasi 

dan verifikasinya dengan data yang di-

peroleh dari para informan. (f) Menyim-

pulkan hasil penelitian. 

E. HASIL PENELITIAN DAN 

     PEMBAHASAN 

1. Sikap Pemerintah Nagari terhadap 

    Kebijakan Kembali ke Nagari dan 

    ke Surau 

Dalam rangka otonomisasi nagari 

(kembali ke nagari), Pemerintah Pro-

vinsi Sumatera Barat telah mengeluar-

kan Perda No. 9 Tahun 2000 tentang 

Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari. 

Oleh Pemerintah Kabupaten 50 Kota, 

Perda tersebut ditindaklanjuti dengan 

Perda Kabupaten 50 Kota No. 01 Tahun 

2001. Kemudian untuk kembali ke su-

rau, gubernur Provinsi Sumatera Barat 

juga telah mengeluarkan Keputusan 

Gubernur No. 04 Tahun 2002 tentang 

Gerakan Kembali ke Surau. Dalam 

merespons kebijakan itu, baik terhadap 

kebijakan kembali ke nagari maupun 

kembali ke surau, Pemerintah Nagari 

Situjuah Banda Dalam, Kecamatan 

Situjuah Limo Nagari, Kabupaten 50 

Kota, menyatakan sangat setuju dan 

menyambut baik kedua kebijakan ter-

sebut. Sebab, seperti yang dikemukakan 

oleh beberapa orang informan bahwa 

kedua kebijakan tersebut merupakan 

dasar untuk menegakkan falsafah hidup 

masyarakat Minangkabau, yaitu kehidu-

pan adat yang bersendikan syarak, dan 

syarak yang bersendikan kitabullah. 

Dan jika dilaksanakan dengan konsis-

ten, maka program tersebut akan dapat 

membentuk sikap dan perilaku “anak 

kemenakan” (generasi muda) yang men-

junjung tinggi nilai-nilai agama dan ni-

lai sosial adat dalam masyarakat, yaitu 

kepribadian yang takwa, berakhlak lu-
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hur, tahu dengan sopan-santun, dan me-

miliki “raso jo pareso”. 

2. Kebijakan Pemerintah Nagari 

    dalam Menindaklanjuti Kebijakan 

    Kembali ke Surau 

Seperti dikemukakan di atas, be-

berapa orang informan menggambarkan 

bahwa sejak terbentuknya Nagari Situ-

juah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah 

Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, pada 

Januari 2001, ternyata belum banyak 

upaya nyata ataupun kebijakan dalam 

menindaklanjuti kebijakan kembali ke 

surau seperti dalam bentuk peraturan 

nagari, surat edaran, atau sosialisasi 

program dan sebagainya yang men-

dorong terbentuknya kondisi atau 

tatanan kehidupan sosial adat-keaga-

maan masyarakat. Kalaupun ada usaha 

dari pihak pemerintah nagari, itu hanya 

berupa himbauan secara lisan dan tidak 

pula terprogram secara khusus. 

Oleh karena tidak atau belum 

adanya tindakan atau kebijakan-kebija-

kan nyata yang dilakukan oleh pemerin-

tah nagari, bukan berarti tidak mendu-

kung kebijakan atau program kembali 

ke surau, tetapi menurut hasil wawan-

cara dengan beberapa orang informan, 

bukan tidak mungkin disebabkan antara 

lain oleh ketidakjelasan konsepsional 

atau materi program yang menjadi mua-

tan dari kebijakan kembali ke surau 

tersebut (Keputusan Gubernur Provinsi 

Sumatera Barat No. 04 Tahun 2002). 

Maka, selain program dan kondisi yang 

lemah, pemerintah nagari pun kurang 

“cerdas” di dalam menerjemahkan dan 

menjabarkan kehendak kebijakan kem-

bali ke surau (keputusan gubernur) ter-

sebut menjadi serangkaian program em-

pirik yang berkenaan dengan kehidupan 

sosial adat-keagamaan masyarakat. 

Dalam kondisi demikian, walau-

pun pihak pemerintah nagari tidak ber-

diri sendiri karena di sampingnya ada 

BPAN dan BMASN, namun dari kon-

disi objektif, secara internal dan ekster-

nal, nagari belum memiliki perangkat 

peraturan nagari yang memberikan 

tanggung jawab dan menopang optima-

lisasi fungsi institusional. Kemudian se-

cara subjektif, beberapa orang informan 

juga mengemukakan bahwa secara 

umum para anggota BPAN dan 

BMASN ini belum memiliki “kemata-

ngan kesadaran fungsional” dalam men-

jalankan perannya. Hal ini terlihat dari: 

pertama, sangat sulitnya mengumpulkan 

mereka untuk mengadakan rapat umum 

guna membicarakan agenda tertentu 

yang berkaitan dengan alasan masing-
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masing pribadi yang sangat beragam. 

Kemudian, dalam sidang atau rapat 

seperti beberapa kali telah dilaksanakan, 

terdapat kecenderungan sulitnya untuk 

menyamakan persepsi di antara mereka. 

Kesulitan dimaksud bukan karena ala-

san perbedaan rasionalitas yang objek-

tif, tetapi lebih disebabkan oleh faktor 

sikap mau benar sendiri dan kurang ter-

buka dalam menerima pendapat orang 

lain. Dari sisi lain, fenomena demikian 

bukan tidak mungkin terkait pula de-

ngan masih lemahnya rasa tanggung 

jawab dan komitmen serta rasa keber-

samaan institusional dan fungsional un-

tuk memajukan nagari dan membina 

kehidupan sosial masyarakat atau anak 

kemenakan di nagari. 

Alasan lain yang bersifat khusus 

dan kondisional yang juga tidak dapat 

diabaikan sebagai faktor penyebab sulit-

nya membentuk rasa kebersamaan di 

antara tokoh-tokoh masyarakat adalah 

karena adanya konflik internal di dalam 

nagari, dimana di antara mereka ter-

dapat kubu pro kesatuan nagari dan 

yang kontra atau pro pemekaran nagari. 

Kubu pertama tetap menginginkan Na-

gari Situjuah Banda Dalam sebagai satu 

kesatuan nagari, sedangkan kubu kedua 

adalah kubu yang menginginkan Pa-

dang Ambacang (sekarang jorong) me-

misahkan diri dari Nagari Situjuah Ban-

da Dalam dan membentuk nagarinya 

sendiri. Suasana pro kontra tersebut me-

mecah rasa kebersamaan dalam setiap 

rapat atau dalam proses pembuatan ke-

putusan nagari, dalam rapat pun kelom-

pok pro terkesan tidak mau terikat de-

ngan keputusan nagari yang akan di-

buat. 

Memang walaupun kebijakan 

kembali ke Surau sudah digulirkan, na-

mun realitas kehidupan sosial adat-

keagamaan masyarakat Kenagarian Si-

tujuah Banda Dalam masih belum ba-

nyak mengalami perubahan positif. Ke-

adaannya relatif sama dengan kondisi 

sebelum bergulirnya kebijakan kembali 

ke surau, baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Umpamanya saja TPA (Tem-

pat Pengajian Al-Qur’an) dan kelom-

pok-kelompok pengajian seperti kelom-

pok Yasinan, kemudian kelompok 

kongsi kematian, keberadaannya sudah 

ada di tengah masyarakat jauh sebelum 

bergulirnya kebijakan atau gerakan 

kembali ke surau. 

Sebagaimana layaknya imple-

mentasi suatu kebijakan, untuk meng-

implementasikan kebijakan kembali ke 

surau masih belum memenuhi prosedur 
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dasar yang memungkinnya dapat di-

berlakukan atau dijalankan secara efek-

tif. Kelemahan tersebut secara legal-

objektif terlihat dari masih sangat ka-

burnya konsep kembali ke surau dalam 

kebijakan kembali ke surau tersebut. 

Dan karenanya juga menimbulkan kesu-

litan bagi pemerintah nagari dan ang-

gota BPAN dan BMASN untuk mema-

hami sekaligus menjabarkannya men-

jadi peraturan nagari atau kebijakan na-

gari lainnya, paling tidak untuk menum-

buhkan kesamaan persepsi di antara 

mereka. 

Kemudian untuk suksesnya suatu 

kebijakan umumnya, dan demikian juga 

bagi kebijakan kembali ke surau, di-

perlukan adanya pemahaman yang tepat 

dan memadai melalui program sosiali-

sasi yang terprogram sehingga me-

mungkinkan tumbuhnya kesadaran dari 

kelompok sasaran (target group) ter-

hadap program yang akan diberlakukan. 

Dalam konteks kebijakan kembali ke 

surau, seperti halnya pada pemerintah 

nagari dan tokoh-tokoh masyarakat 

yang terhimpun dalam BPAN dan 

BMASN, apalagi bagi masyarakat, ter-

nyata menurut pandangan kebanyakan 

informan bahwa masyarakat secara 

umum belum memahami konsep dan isi 

dari kebijakan kembali ke surau, se-

hingga sulit diharapkan adanya penger-

tian dan terbentuknya kesamaan persep-

si antara masyarakat dengan pemerintah 

dan tokoh masyarakat, apalagi kesada-

ran yang secara proposional dan mema-

dai menjadi basis terbentuknya sikap 

dan perilaku yang selaras dengan tata-

nan kehidupan sosial adat-keagamaan 

yang hendak ditegakkan. 

Demikian juga umpamanya per-

aturan nagari ataupun surat edaran yang 

mendorong maraknya pengajian-penga-

jian agama atau Al-Qur’an, berkenaan 

dengan soal bentuk acara besar nasional 

seperti acara 17 Agustusan, dan se-

bagainya. Begitu pula dalam soal etika 

berpakaian, khususnya di kalangan 

kaum pemudi, soal minuman beralkohol 

atau mabuk-mabukan, perjudian-per-

judian yang sering dilakukan di warung-

warung, rental VCD porno, dan soal-

soal lainnya bernuansa penyakit masya-

rakat (Pekat). 

Selain faktor kondisi di atas, fak-

tor peranan atau kewibawaan ninik 

mamak pun tidak kalah pentingnya bagi 

peningkatan maupun kemerosotan kua-

litas kehidupan sosial adat-keagamaan 

masyarakat atau anak kemenakan. Kare-

na secara umum dapat digambarkan 
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seperti halnya temuan penelitian Agus-

tiar Syah Nur (1999), bahwa peranan 

ninik mamak atau penghulu sebagai 

pemimpin masyarakat dalam adat Mi-

nangkabau cenderung merosot atau 

melemah, baik disebabkan oleh adanya 

pergeseran nilai sosial kekerabatan yang 

terjadi dalam masyarakat (di kalangan 

anak-kemenakan) maupun oleh faktor 

“internal” penghulu atau ninik mamak 

itu sendiri. Dari sisi penghulu ataupun 

ninik mamak, pertama secara konsep-

sional ada semacam “kekaburan” identi-

fikasi dan klarifikasi tentang siapa yang 

sesungguhnya secara adat tepat atau 

layak mengemban peran kepemimpi-

nannya. 

F. PENUTUP 

Sikap pemerintah nagari terhadap 

kebijakan kembali ke nagari dan ke 

surau adalah sangat mendukung. Hal ini 

bukan saja sebagai konsekuensi legal-

normatif tetapi juga didasarkan kepada 

kesadaran bahwa kebijakan kembali ke 

nagari dan ke surau merupakan upaya 

untuk menata kehidupan nagari dan ma-

syarakat yang sesuai dengan nilai fal-

safah adat Minangkabau, yaitu kehidu-

pan yang berlandaskan falsafah “Adat 

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kita-

bullah (ABS-SBK)”. Dengan kedua ke-

bijakan itu, dapat dikenalkan nilai-nilai 

adat yang Islami. Penataan kehidupan 

yang demikian dirasa penting di tengah 

dinamika kehidupan modern yang se-

makin individualistik dan materialistik. 

Hanya saja, sikap pemerintah nagari 

dengan landasan kesadaran yang demi-

kian cenderung bersifat pasif. 

Sejak kembali ke nagari dan ber-

gulirnya gerakan/kebijakan kembali ke 

surau, Pemerintah Nagari Situjuah Ban-

da Dalam belum ada mengeluarkan ke-

bijakan yang secara jelas dan tegas 

menata ataupun mendorong masyarakat 

anak kemenakan untuk  menjalankan 

tata kehidupan sosial yang bernuansa 

adat-keagamaan yang Islami, baik beru-

pa himbauan secara lisan dan insidental, 

nilai-nilai yang terkandung atau men-

jadi substansi kebijakan kembali ke 

surau – sebagaimana yang mesti terim-

plementasi dalam berbagai kehidupan 

sosial masyarakat – belum disosialisasi-

kan secara terprogram. Hal ini selain 

disebabkan oleh tidak jelasnya nilai-

nilai yang termuat dalam kebijakan 

kembali ke surau dari pemerintah pro-

vinsi dan kabupaten, pemerintah nagari 

pun kurang mampu dan tidak “cerdas” 

di dalam menerjemahkan, mensosiali-

sasikan dan mengimplementasikan ni-



 
 
Darwianis, Tindak Lanjut Kebijakan Kembali ke Nagari dan ke Surau serta Dampaknya  
 

Jurnal PPKn & Hukum_______________________________Vol. 12 No. 2 Oktober 2017 98 

lai-nilai sosial adat-keagamaan kepada 

masyarakat. Kelemahan tersebut tidak 

terlepas dari pengaruh lemahnya komit-

men kebersamaan dan solidaritas kolek-

tif serta konflik kepentingan antara ke-

lompok pro dan kontra “pemekaran 

nagari”. 

Dilihat dari pengaruh kebijakan 

kembali ke nagari dan ke surau, yaitu 

dari peningkatan kuantitas dan kualitas 

kehidupan sosial adat-keagamaan dalam 

masyarakat Kanagarian Situjuah Banda 

Dalam, ternyata belum atau tidak terjadi 

perubahan atau peningkatan yang ber-

arti atau signifikan. Secara umum, ber-

bagai segi kehidupan sosial adat-

keagamaan relatif sama dengan kondisi 

yang ada sebelum kembali ke nagari 

dan ke surau. Dalam hal fenomena yang 

positif seperti adanya TPA di masjid-

masjid, adanya kelompok Yasinan dan 

kelompok kematian tidak terjadi penye-

marakan yang berarti, apalagi seperti 

peningkatan wirid-wirid remaja dan 

pemuda-pemuda masjid. Sedangkan fe-

nomena yang bersifat negatif seperti 

pentas musik yang menonjolkan nuansa 

pornoaksi, warung-warung sebagai 

ajang perjudian, tata karma berpakaian 

khususnya bagi para pemudi, dan 

sebagainya belum tersentuh oleh gera-

kan kembali ke surau yang menuntut 

nuansa Islami. Tidak ada atau lemahnya 

pengaruh gerakan/kebijakan kembali ke 

surau tersebut antara lain disebabkan 

oleh tidak adanya referensi pemahaman 

bagi masyarakat, tidak atau belum ada-

nya peraturan nagari atau keputusan pe-

merintah nagari, serta sosialisasi pro-

gram kembali ke surau secara terlem-

baga dari pihak pemerintah nagari. 
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